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ABSTRAK

SEMI TANGKE. Pengharmonisasian Peraturan Daerah Yang Terkait Dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Maluku (dibimbing oleh Agussalim dan Abdul Razak).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembentukan Peraturan Daerah
yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku yakni Perda
tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Maluku dan Perda tentang
Pengelolaan dan Pelestarian Sagu, mengetahui harmonisasi atau sinkronisasi
dengan peraturan perundang-undangan diatasnya dan sederajat, serta
mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Maluku dalam Pengharmonisasian kedua Peraturan Daerah tersebut.

Penelitian ini bersifat deskritif. Pengumpulan data dilakukan melalui hasil
wawancara, observasi, dan kepustakaan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa dibentuknya Peraturan Daerah tentang
Program Wajib Belajar 12 Tahun di Maluku karena sesuai dengan pembukaan
UUD 1945, pendidikan dasar 9 tahun yang telah tuntas paripurna tahun 2008 dan
untuk menciptakan sumber daya manusia Maluku yang berkualitas. Sedangkan
dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu, karena
sagu sebagai makanan pokok lokal, ketahanan pangan daerah, hutan sagu yang
mulai musnah dan berkurang, mempertahankan konservasi air tawar untuk
kebutuhan pulau-pulau kecil. Kemudian dalam pelaksanaan harmonisasi peraturan
daerah terhadap kedua perda tersebut, menunjukan masih adanya beberapa
peraturan perundang-undangan yang dicantumkan tidak sejalan dan tidak
berkaitan dengan kedua Perda tersebut. Adapun Peran Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM Maluku dalam Pengharmonisasian kedua Peraturan Daerah
tersebut adalah membantu pihak Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi dalam mengharmonisasikan dengan berbagai dasar pertimbangan
dibentuknya Perda dan mengharmonisasikan Perda dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sederajat serta teknis penyusunan
Perda yang sesuai dengan UU No.10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti
dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

Kata Kunci : Harmonisasi Peraturan Daerah.



ABSTRACT

SEMI TANGKE. Harmonization of Regional Regulation with the Regional
Development Planning by Regional Office of Law Ministry and Human Rights of
Moluccas (supervised by Agussalim and Abdul Razak).

The research is aimed to reveal the forming of regional regulation related to
Development Planning of Moluccas Region i.e. Regional Regulation (Perda) about
12 year Program of Compulsory Education in Moluccas and Regional Regulation
about Processing and Conservation of Sago, to find out the synchronization with
statutes above it or the same level, and to find out the role of the Regional Office of
the Law and Human Right Ministry in harmonizing the two of the Regional
Regulations.

The research wa descriptive in manner. The data were collected through
interviews, observations and Libraries. The data were analyzed with qualitative
analysis.

The results indicate that the formation of the Regional Regulation about the
12 year Compulsory Education in Moluccas is in accordance with the Preamble to
the 1945 Constitution, basic edication of 9 years has been fulfiled in 2008 and to
create the qualified human resources. While the formation of Regional Regulation
about the Processing and Conservation of Sago, since the sago is the main food of
the local people, regional food resistance, sago forest getting to decrease, to
maintain fresh water for the needs of small islands. The implementation of the
harmonization to the two of Regional Regulation indicates that some regulations
are not in line with the two of Regional Regulations. The role of Regional Office of
Law and Human Right Ministry of Moluccas in harmonizing the two Regional
Regulations is to assist the Law Bureau and Human Right of the Province
Regional Secretariat in harmonizing with some basis of consideration to formulate
Perda and to harmonize Perda with higher Law and Regulation and the same level
and the technique of the formulation of Perda is in accordance with the Law
number 10 year 2004 as has been replaced with law number 12, 2011 about the
Formation of Law and Regulation.

Key words : Harmonization of Regional Regulation.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagai negara yang menganut sendi utama hukum tertulis (peraturan
perundang-undangan) memerlukan tertib hukum yang terbangun secara
hirarkis dalam proses pembentukannya. Tertib hukum tersebut harus dimulai
dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan produk hukum yang
dihasilkan. Pembentukan hukum yang tertib harus pula sejalan dengan
substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945), yang merupakan norma hukum tertinggi di negara Indonesia.

Muatan UUD 1945 menganut pembagian kekuasaan secara horisontal
dan vertikal. Sistem pembagian kekuasaan secara horisontal diwujudkan dalam
bentuk lembaga-lembaga negara beserta kekuasaan yang melekat pada
dirinya, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan melalui
politik desentralisasi, yang memberikan kepada daerah kewenangan yang luas
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya serta kebijakan daerahnya
sendiri dimana salah satu kebijakan daerah yang terpenting adalah
pembentukan Peratudan Daerah (Perda).

Sehubungan dengan itu peraturan perundang-undangan di daerah
dibuat berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Pemerintah Daerah berhak
menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan”.



Terkait dengan hal tersebut diatas, adanya Undang-Undang No.32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah melalui penyelenggara
pemerintahannya yaitu Kepala Daerah dan DPRD, memiliki kewenangan untuk
membuat kebijakan daerah yang berfungsi untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa, pemerataan dan pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing
daerah otonom. Adapun kebijakan daerah yang dimaksud tersebut antara lain
berupa pembentukan Peraturan Daerah. (Saptono, 2007 : 16). Peraturan
daerah selanjutnya disebut Perda sebagai salah satu sumber hukum dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 136 ayat (3) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan penjabaran lebih lanjut dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri
khas masing-masing daerah.

Sehubungan dengan pembentukan Peraturan Daerah maka acuan yang
digunakan adalah UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, sebagaimana telah diganti dengan UU No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No.12 Tahun
2011 merupakan landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-
undangan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, dan sekaligus
sebagai tertib pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan,
pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan jenis peraturan perundang-
undangan, dalam UU No.12 Tahun 2011 didefinisikan sebagai peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



(DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur). Selanjutnya
disebutkan pula dalam Pasal 12 UU No.12 Tahun 2011 bahwa seluruh materi
muatan Perda dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih
lanjut peraturan yang lebih tinggi. Sehingga Perda tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan dengan Perda lain.

Pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka menjalankan semangat
otonomi daerah saat ini telah mengalami peningkatan baik secara kualitas
maupun kuantitas. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas dianggap sebagai
sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintahan di daerah. Namun
pembentukan peraturan daerah oleh daerah otonom tetap saja harus dalam
kerangka sistem perundang-undangan nasional, karena pada prinsipnya secara
materil maupun formil Perda berada dalam satu kesatuan hukum nasional.

Pembentukan peraturan daerah akan memastikan tegaknya wibawa
hukum yang akan memperkokoh peranan hukum dalam pembangunan daerah.
Pembangunan daerah dapat berjalan tertib, terarah dan konsekuensi dari
berbagai kebijakan dapat diprediksi berdasarkan pada asas kepastian hukum,
kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan
daerah perlu juga memperhatikan sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur
hukum yang menjadi sasaran pembangunan yakni substansi hukum, struktur
hukum, dan budaya hukum.

Dalam pembentukan Peraturtan Daerah, proses perencanaan yang baik
akan menghasilkan Perda yang baik pula. Dalam studi ilmu hukum dan teori
perundang-undangan, terdapat 4 (empat) syarat bagi peraturan perundang-

undangan (termasuk Perda) yang baik yaitu unsur filosofis, sosiologis, yuridis



dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain
keempat syarat tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik juga harus memperhatikan asas formal dan material. (Hamidi, 2011 : ix).

Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota berlomba-lomba membuat Peraturan Daerah (Perda), namun
Perda yang dibentuk tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan
sehingga dibatalkan. Menurut Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI, Patrialis Akbar dalam kesempatan berbicara pada peresmian Pusat
Pelayanan Hukum dan HAM Terpadu di Banjarmasin Sabtu 23 Juli 2011
mengakui bahwa, sepanjang tahun 2002 sampai 2010 sekitar 4.000 peraturan
daerah di beberapa daerah di Indonesia terpaksa dibatalkan karena
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda itu, antara lain,
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu, ada juga yang
bertentangan dengan hak asasi manusia, diskriminatif, dan merugikan daerah
itu sendiri serta terindikasi banyak Perda yang mengcopy-paste Perda daerah
lain. (Kompas Senin,25 Juli 2011).

Seperti contoh hasil pengharmonisasian Perda oleh Tim Harmonisasi
Peraturan Daerah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku tahun 2011
terhadap beberapa rancangan peraturan daerah ditemukan beberapa hal
bahwa; adanya kecenderungan daerah yang hanya mengcopy paste Perda
daerah lain dan kemudian menjadikannya Rancangan Perda yang akan
dibahas dalam setiap rapat pembahasan Perda secara internal maupun dengan
DPRD. Di Maluku hal ini cukup banyak mengemuka, banyak Perda-perda di
Kota dan Kabupaten yang berbeda namun sama persis satu sama lainnya baik

dari format penyusunan maupun materi yang diatur oleh Perda tersebut.



Sebagai contoh Ranperda Tahun 2011 tentang Perlindungan HAM Perempuan
dan Anak di Maluku sama persis dengan Peraturan Daerah di Provinsi Banten.
Selain itu ditemukan pula belum cukup terakomodirnya nilai-nilai dan norma hak
asasi manusia dalam Perda dan Ranperda yang ada di Maluku. Nilai dan norma
hak asasi manusia sering terlewatkan untuk diatur dalam Perda, akhirnya
lahirlah Perda yang tidak menjamin pelaksanaan dan perlindungan hak asasi
manusia bahkan Perda tersebut mempunyai kecenderungan melanggar hak
asasi manusia. Contohnya yaitu : Perda mengenai ketertiban umum yang
antara lain melarang PKL untuk berjualan tanpa solusi konkrit dari pemerintah
daerah untuk menjamin penghidupan PKL tersebut.

Harmonisasi yang dilakukan terhadap Rancangan Perda adalah
dimaksudkan untuk mempersiapkan lebih matang, sistematis dan terkoordinasi.
Sehingga pada saat memasuki tahap pembahasan tidak lagi mengalami
kebuntuan atau mengurusi hal-hal yang bersifat redaksional.

Melihat hal ini sebelum penetapan Perda, maka Rancangan Peraturan
Daerah perlu diharmonisasikan dengan memperhatikan 2 (dua) aspek penting
yakni pertama aspek Konsepsi Materi Muatan Perda dan kedua aspek Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah. Aspek Konsepsi Materi Muatan Perda salah
satunya yang terpenting mencakup rancangan peraturan daerah dengan
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sedangkan aspek Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah menyangkut kerangka peraturan perundang-
undangan tingkat daerah, ragam bahasa, dan bentuk peraturan perundang-
undangan daerah. Dengan demikian harmonisasi harus dilakukan secara

kontinyu sehingga dicapai keselarasan, agar pertentangan dan dampak



kebijakan publik yang dituangkan ke dalam Perda dapat diminimalisasikan
dampak negatifnya.

Terkait dengan pembentukan Perda, maka dalam Peraturan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, menyebutkan
bahwa Instansi vertikal dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Rl yang ada di daerah provinsi salah satunya adalah Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Unit Organisasi ini diberikan tanggung
jawab besar sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI
dari pusat dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang
hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah. Salah satu tugas utama yang
terpenting oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM adalah
pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah. Dalam
menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab itu Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku khususnya Bidang Hukum melakukan pembahasan
Ranperda, evaluasi Perda dan inventarisasi peraturan daerah yang berasal dari
Pemerintah Daerah, baik dari Biro Hukum dan HAM Provinsi, Bagian Hukum
Kabupaten/Kota, di wilayah Provinsi Maluku.

Sehubungan dengan pembentukan Perda, bahwa dari tahun 2009
sampai dengan 2011 telah dibentuk peraturan daerah Provinsi Maluku, berikut
ini data-data dan jumlah Peraturan Daerah yang di dapat dari Biro Hukum dan

HAM Pemda Provinsi Maluku :

Tabel 1. Daftar Judul Peraturan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2009
sampai dengan 2011.



No. Judul Peraturan Daerah Tahun
1 Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 2009
) Penanggulangan Bencana.
> Perda tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 2009
) Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro dan Menengabh.
Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
3. Korpri. 2009
Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
4, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 2009
Kehutanan.
5 Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris 2009
' Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Maluku.
6 Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana 2009
) Harian Badan Narkotika Provinsi Maluku.
7 Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 2009
" | Ketahanan Pangan.
8. Perda tentang Pemberian Gelar Adat 2010
9. Perda tentang Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Negeri. 2010
10 Perda tentang Penyerahan Urusan Tugas Pembentukan 2010
" | Pemerintah Provinsi kepada Negeri.
11. | Perdatentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Maluku. 2010
12. | Perdatentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu. 2010
Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
13. 2010
Ketahanan Pangan.
14 Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 2010
" | Keuangan dan Kekayaan Daerah.
15 Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 2010
" | Pelaksanaan Harian Badan Narkotika.
Perda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Maluku No.04
16. | Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 2010
Lembaga Teknis Daerah.
17. | Perda tentang Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah. 2010
Perda tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri
18. Sipil RI. 2010
19. | Perdatentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 2010
20. | Perda tentang Pajak Air Permukaan. 2010
21. | Perda tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 2010
22. | Perda tentang Badan Penangulangan Bencana. 2011
23. | Perda tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Maluku. 2011
24. | Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 2011
o5 Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan 2011
" | Anak Korban Kekerasan di Maluku

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2011.
Berdasarkan tabel 1 diatas dalam kurun waktu tahun 2009 s/d 2011
jumlah Peraturan Daerah yang telah dibentuk oleh Pemda Provinsi Maluku

sebanyak 25 Perda, dengan rincian tahun 2009 sebanyak 7 (tujuh) Perda



dibentuk, tahun 2010 sebanyak 14 (empat belas) Perda, sedangkan tahun 2011
sebanyak 4 (empat) Peraturan Daerah.

Banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang harus dibentuk dan
diperbaharui di daerah Maluku, tentu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Maluku seharusnya berkopenten membantu Pemda dalam proses
pengharmonisasian peraturan daerah. Demikian juga secara nyata salah satu
tugas pokok Kanwil Kementerian Hukum dan HAM adalah Harmonisasi
peraturan daerah, analisa Ranperda, serta inventarisasi Perda, sebagaimana
diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor : M.01-PR.07.10
Tahun 2005.

Terkait dengan salah satu tugas pokok yakni harmonisasi peraturan
daerah, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Maluku telah melakukan
pengharmonisasian terhadap peraturan daerah yang terkait dengan
perencanaan pembangunan daerah Maluku yaitu : Perda No.09 Tahun 2010
tentang Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Provinsi Maluku,
dan Perda No.10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.
Pembentukan kedua peraturan daerah ini oleh Pemda Provinsi Maluku
merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu agenda
pembangunan dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah periode 2008-2013, sebagai kearifan lokal khas daerah, dan
pembangunan sumber daya manusia, dimana keduanya merupakan upaya
percepatan pembangunan daerah Maluku. Pengharmonisasian kedua Perda
ini dilakukan secara intern oleh Tim Harmonisasi Peraturan Daerah Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku tahun 2010.



Maksud Harmonisasi Peraturan Daerah disini adalah bagaimana proses
perumusan/pembentukan peraturan daerah, dan bagaimana penyajian
kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan kepentingan umum, sedangkan tujuan Harmonisasi Peraturan
Daerah yang dilakukan adalah untuk tercapainya keserasian antara kebijakan
daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik/
masyarakat daerah dengan kepentingan aparatur. Harmonisasi Perda
merupakan bagian dari sistem pengawasan terhadap sebuah Perda yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian yang
dilakukan terhadap Perda yang telah atau sedang berlaku adalah untuk
menyelaraskan, menyesuaikan, mensinkronkan konsepsi suatu peraturan
daerah dengan kepentingan yang ada di daerah dan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, sehingga tersusun secara
sistematis, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Dengan melakukan
harmonisasi secara materill terhadap Perda masih mengandung banyak
kelemahan. Karena itu proses pengharmonisasian Perda harus secara hati-hati
karena juga harus memperhatikan kondisi khusus daerah dan aspirasi
kebutuhan masyarakat. (Yunan Hilmy, 2007).

Harmonisasi peraturan daerah terhadap kedua peraturan daerah yang
terkait dengan perencanaan pembangunan daerah oleh Tim Harmonisasi
Perda Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku mencakup; mengapa
atau bagaimana peraturan daerah itu dirumuskan atau dibentuk yang ditinjau
dari unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, harmonisasi dan sinkronisasi Perda

dengan peraturan perundang-undangan diatasnya dan sederajat, serta



bagaimana teknik penyusunan Perda yang sesuai dengan UU No.10 Tahun
2004. Kemudian hasil pengharmonisasian Perda tersebut disampaikan kepada
Biro Hukum dan HAM Pemda Provinsi Maluku dalam bentuk Rekomendasi.
Dengan demikian harmonisasi perda yang dilakukan tersebut dapat
menjembatani kelemahan evaluasi juridis atau materiil. Kegiatan harmonisasi ini
bermanfaat bagi terwujudnya Perda yang tidak bermasalah sejak awal
diundangkannya, namun menjadi peraturan yang efektif dan memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Kegiatan harmonisasi yang dilakukan
oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku juga dapat digunakan
sebagai bahan perencanaan pembentukan peraturan daerah. Melalui kegiatan
ini dapat diketahui kelemahan yang ada dalam peraturan daerah yang
dievaluasi atau dikaji. Dengan adanya harmonisasi Perda maka diharapkan
Peraturan Daerah yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
Maluku tetap Harmonis dan berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul : “Pengharmonisasian Peraturan
Daerah Yang Terkait Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah oleh

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku”.

.Rumusan Masalah.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka, rumusan
masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :



1. Mengapa dibentuk Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan
perencanaan pembangunan daerah Maluku yakni Perda tentang Program
Wajib Belajar 12 Tahun dan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian
Sagu ?

2. Apakah Kedua Perda tersebut Harmonis atau Sinkron dengan peraturan
perundang-undangan diatasnya dan sederajat ?

3. Bagaimana Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

dalam Pengharmonisasian kedua Peraturan Daerah tersebut ?

C.Tujuan Penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari
penelitianini adalah:

1. Untuk mengetahui pembentukan dari kedua Peraturan Daerah yang
terkait dengan perencanaan pembangunan daerah Maluku yakni Perda
tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Perda tentang Pengelolaan
dan Pelestarian Sagu.

2. Untuk mengetahui harmonisasi dari kedua peraturan daerah tersebut
dengan peraturan perundang-undangan diatasnya dan sederajat.

3. Untuk mengetahui peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku

dalam Pengharmonisasian kedua Peraturan Daerah tersebut.

D.Kegunaan Penelitian.
Adapun penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang dapat

dijabarkan ke dalam hal sebagai berikut :



1. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemda Provinsi Maluku untuk
merumuskan/membentuk peraturan daerah secara baik, yang terkait
dengan perencanaan pembangunan daerah Maluku.

2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan bermanfaat
dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Maluku yang terkait
dengan pembangunan daerah.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi media untuk dapat mengaplikasikan
berbagai teori dan konsep perumusan dalam pembentukan Perda yang
dipelajari agar berguna bagi pengembangan dan pemahaman serta
pengetahuan peneliti.

4. Sebagai bahan acuan untuk pemahaman khususnya dalam hubungan
kerjasama antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku dengan
pihak Biro Hukum dan HAM Pemda Provinsi dalam proses

pengharmonisasian Perda di Provinsi Maluku.

BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan Pembangunan Hukum di Daerah.
Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum
nasional itu ialah Pancasila dan UUD 1945, di samping sejumlah asas-asas

hukum yang lain, yang berlaku lokal, atau berlaku di dalam dan bagi disiplin



hukum tertentu. Untuk melaksanakan pembangunan dan pembaharuan
hukum yang merupakan suatu sistem diperlukan perencanaan. Perencanaan
merupakan unsur manajemen yang sangat penting dalam mengelola
organisasi. Perencanaan merupakan suatu perumusan dari persoalan-
persoalan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan hendak dilaksanakan.
(Terry, 2004 : 36).

Menurut Soekanto (1982 : 285) dalam melaksanakan perencanaan
hukum di daerah, yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah masalah
kesadaran hukum masyarakat dan kebudayaan masyarakat tersebut. Masalah
kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan persoalan yang sebenarnya
agak rumit. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Indonesia merupakan
suatu masyarakat majemuk atau pluralistik, yang mencakup pelbagai
kesadaran baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Dengan demikian
terdapat kesadaran hukum yang tidak tunggal atau seragam, meski harus
diakui bahwa atas dasar studi perbandingan, terdapat bermacam-macam
persamaan di dalam masyarakat majemuk tersebut. Oleh karenanya dalam
menyusun peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum seyogyanya
mendapat tempat yang proporsional. Hal ini perlu, mengingat bahwa banyak
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun semata-mata atas
dasar pemikiran normatif dan kurang disandarkan pada pasangannya, yakni
pemikiran yang empiris. Untuk itu maka diperlukan peranan kegiatan
penelitian agar pemikiran normatif tersebut bisa disandingkan secara
proporsional dengan pemikiran yang empiris.

Pembuatan peraturan perundang-undangan (legislasi), dalam rangka

pembangunan dan pembaharuan hukum, merupakan tugas yang tidak mudah,



bahkan sulit dan berat karena program yang akan disusun itu akan turut
menentukan kehidupan seluruh bangsa di masa sekarang juga di masa
depan. Oleh karenanya maka perlu dilakukan perencanaan yang matang
dalam memulai proses ini, meski pembaharuan hukum itu tidak seluruhnya
dapat direncanakan. (Hartono, 1982 : 102). Perencanaan yang matang dapat
diwujudkan dengan terlebih dulu melakukan penelitian yang mendalam
terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan sehingga dapat diketahui
apakah suatu ketentuan hukum yang sudah ada atau ketentuan hukum yang
akan dibuat sesuai atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat.

Lebih lanjut menurut Rasjidi dan Wyasa Putra (2003 : 178) di dalam
suatu masyarakat hukum, fungsi perencanaan dan penanggulangan itu
dilakukan dengan memanfaatkan hukum. Hal ini disebabkan karena; Pertama,
hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengalaman manusia dalam
mengatur hidupnya. Hukum merupakan bentuk pengaturan kehidupan
manusia yang paling tua, yang pada abad ke-20 telah diyakini sebagai design
dan pengaturan hidup yang paling modern dan representatif. Hampir tidak
terdapat satupun negara yang tidak berbentuk negara hukum. Kedua, terbawa
oleh hakekat pengadaan dan keberadaan hukum dalam suatu masyarakat,
terutama untuk mengatur kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya
pengaturan terhadap perubahan yang terjadi atau yang hendak dilakukan oleh
masyarakat. Ketiga, fungsi mengatur itu telah didukung oleh potensi dasar
yang terkandung dalam hukum, yang melampaui fungsi mengatur, yaitu juga
berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengaman, pelindung, dan
penyeimbang. Potensi hukum ini terdapat pada dua dimensi utama dari fungsi

hukum, vyaitu fungsi preventif dan represif. Preventif adalah fungsi



pencegahan, fungsi ini dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan
(prevention regulation) yang hakekatnya merupakan design dari setiap
tindakan yang hendak dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan represif adalah
fungsi penanggulangan. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk penyelesaian
sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang diakibatkan oleh
resiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan
tindakan itu. Keempat, dalam isu pembangunan global itu hukum telah
dipercaya untuk mengemban misinya yang paling baru, yaitu sebagai sarana
perubahan sosial atau sarana pembangunan. Kepercayaan ini didasarkan
pada hakekat dan potensi hukum sebagai inti kehidupan masyarakat. Fungsi
baru itu berarti perkembangan dan beban baru bagi hukum. Rasio
pembangunan hukum itu terletak dalam perspektif ini. Untuk mengemban
fungsi barunya, hukum membutuhkan peningkatan kapasitas dalam bentuk
pembangunan dan pembaharuan terhadapnya.

Dalam era global seperti sekarang ini misalnya, pembangunan hukum
nasional tidak lagi dapat melepaskan diri dari pengaruh sekelilingnya.
Pengaruh itu dapat berasal dari sistem hukum yang ada di seluruh dunia
maupun fenomena sosiologis yang terjadi. Demikian Indonesia yang
menganut sistem hukum civil law, yang berarti lebih menekankan hukum
sebagai undang-undang, selayaknya melakukan pembaharuan hukum lewat
pembaharuan peraturan perundang-undangan (termasuk undang-undang).
Hanya saja pembaharuan peraturan perundang-undangan ini harus
memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.

Pembangunan hukum di daerah pada dasarnya adalah segala usaha

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat



berkenaan dengan bagaimana hukum dibentuk, dikonseptualisasikan,
diimplementasikan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik. (Sumardi,
2009 : 108). Pembangunan hukum di daerah dapat meliputi pembentukan
Peraturan Daerah  Provinsi, Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur,
Bupati/Walikota, pembaruan Perda yang telah ada, dan penguatan terhadap
hukum-hukum masyarakat lokal (hukum adat).

Dengan diberlakukannya UUD 1945 hasil Amandemen yang mengakui
eksistensi hukum masyarakat adat, dan diundangkannya Undang-Undang
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberlakukan UU No.72
Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, dan keberlakuan Undang-Undang
No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
telah membuka peluang bagi daerah untuk melakukan perencanaan
pembangunan hukum di daerah sesuai dengan muatan lokal masing-masing
daerah.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa :
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dijelaskan pula bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f dan g meliputi :

a. Peraturan daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;

b. Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;

c. Peraturan Desal/peraturan yang setingkat, dibuat atau ditetapkan oleh
Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala
desa atau nama lainnya.

Dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-
undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yat (1) mencakup
juga salah satu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang
setingkat.

Dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf f dan g, serta Pasal 8 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di
atas, maka dalam rangka pembangunan hukum di daerah terdapat 3 (tiga)
bentuk peraturan hukum yang dapat dikembangkan di daerah, yaitu : (1)
Peraturan Daerah Provinsi; (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan (3)
Peraturan Desa. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tidak menyinggung sama
sekali Hukum Adat dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia,
padahal di dalam UUD 1945 hasil Amandemen khususnya pada Pasal 18B

ayat (2) secara tegas mengakui eksistensi hukum adat, yaitu sebagai berikut :



Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dengan tidak disebutnya ketentuan hukum adat dalam tata urutan
perundang-undangan di dalam UU No.12 Tahun 2011, lalu bagaimanakah
eksistensi hukum adat yang ada di daerah dalam kerangka pembangunan
hukum di daerah ? Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikemukakan
ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.12 tahun 2011 sebagai
berikut :

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.

Agar pembangunan hukum di daerah dapat berjalan dengan baik maka
yang perlu adanya strategi dan memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi pembangunan hukum di daerah.

1. Strategi Pembangunan Hukum di Daerah.

Jika kita melihat dari sudut perspektif sejarah berkaitan dengan strategi
pembangunan hukum, tidak dapat disangkal bahwa pembangunan hukum
merupakan hasil dari suatu proses politik yang terjadi di dalam masyarakat.
Strategi yang digunakan dalam proses pembangunan hukum yang
berlangsung terdiri dari : (a) strategi pembangunan hukum ortodok; dan (b)
strategi pembangunan hukum responsif.

Strategi pembangunan hukum ortodok dicirikan dengan adanya peranan

mutlak dari lembaga-lembaga negara (pemerintan dan parlemen) dalam



menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat, dan
keberadaan hukum difungsikan sebagai instrumen yang ampuh bagi
pelaksanaan ideologi dan program dari negara. Strategi pembangunan hukum
yang responsif dicirikan dengan adanya peranan yang besar dari lembaga-
lembaga peradilan, dan partisipasi yang luas dari kelompok sosial atau
individu dalam masyarakat untuk menentukan arah perkembangan hukum,
sehingga peranan lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam
menentukan arah perkembangan hukum menjadi lebih relatif.

Merespon bentuk strategi dalam pembangunan hukum sebagaimana
dikemukakan diatas, maka strategi pembangunan hukum di Indonesia
menurut Sumardi (2009 : 112) strategi pembangunan hukum yang perlu
dilakukan dalam rangka pembangunan hukum di daerah adalah strategi
Kuasi-Responsif. Strategi kuasi-responsif dimaksudkan agar peranan negara
dalam proses pembangunan hukum di daerah memberikan respon positif bagi
kondisi situasional masyarakat daerah.

Strategi pembangunan hukum di Indonesia khususnya di daerah harus di
arahkan pada upaya untuk merespon secara positif muatan hukum lokal
dalam nafas kooperatif-koordinatif antara hukum lokal, hukum nasional dan
hukum global, untuk selanjutnya diletakkan di dalam wadah perundang-
undangan daerah sehingga eksistensinya akan memenuhi hakikat sebuah
hukum yang dikehendaki oleh Hukum Nasional untuk kemajuan masyarakat.
Lebih lanjut, Sumardi (2009) model hukum kooperatif-koordinatif harus
dikembangkan sebagai wujud dari kondisi objektif Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang harus mengakomodasi dan menghormati tradisi-tradisi hukum



masyarakat adat yang dibangun berdasarkan kearifan lokalnya masing-

masing.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Hukum Di Daerah.

Pembangunan hukum suatu bangsa (termasuk hukum di daerah dalam
skala Indonesia) harus diarahkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif
dari bangsa tersebut. Hal ini harus disadari secara bersama-sama oleh setiap
komponen bangsa Indonesia apabila ingin meningkatkan harkat dan martabat
bangsa di tengah pergaulan bangsa-bangsa lain. Menurut Sumadi (2009) ada

2 (dua) faktor utama yangberpengaruh dalam proses pembangunan hukum di

daerah, yaitu :

a. Faktor internal; yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam sistem proses
pembangunan hukum yang berlangsung, di mana faktor-faktor tersebut
dapat meliputi :

- Subjek yang terlibat dalam pembangunan hukum di daerah;

- Objek yang menjadi sasaran dari proses pembangunan hukum yang
dilakukan; dan

- Metode yang digunakan dalam proses pembangunan hukum di daerah.

b. Faktor eksternal; yaitu faktor-faktor yang terdapat di luar sistem proses
pembangunan hukum akan tetapi secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi proses yang berlangsung, faktor-faktor tersebut dapat
meliputi :

- Politik hukum nasional;
- Peraturan perundang-undangan nasional yang ada;
- Ketentuan hukum internasional;

- Kecenderungan pembangunan daerah, nasional, dan global; serta



- Struktur sosial masyarakat di daerah.

Faktor subjek yang terlibat di dalam proses pembangunan hukum di

daerah, indikator-indikator yang harus dibenahi agar dapat memberikan

pengaruh yang positif bagi proses pembangunan hukum di daerah meliputi :

a.

Kualitas keinginan politik (political will quality) dari Gubernur, Bupati/
Walikota untuk memprioritaskan program pembangunan hukum daerah
melalui program legislasi daerah (Prolegda) yang terencana dan terukur;
Kualitas anggota DPRD dalam merespon dan memahami proses
pembangunan hukum untuk mendukung program pembangunan hukum di
daerabh;

Kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung dan merespon program
pembangunan hukum di daerah, khususnya dalam memberikan masukan
di dalam proses perencanaan, pembentukan, dan pelaksanaan hukum di
daerabh;

Peran serta masyarakat, perguruan tinggi dalam proses perencanaan dan
pembentukan hukum di daerah, khususnya memberikan masukan pada
perencanaan pembangunan hukum di daerah, pembuatan kajian akademis
terhadap rancangan hukum yang akan diajukan, dan memberikan
technical assistance bagi pemerintah daerah dalam proses pembangunan
hukum di daerah.

Berkaitan dengan faktor objek yang akan di bangun, maka keberhasilan

proses pembangunan hukum akan turut ditentukan pada pilihan objek hukum

yang akan menjadi sasaran pembangunan. Untuk itu, objek hukum yang akan

dibangun harus diarahkan pada harmonisasi dan sinkronisasi substansi

hukum dengan ketentuan perundang-undangan nasional yang ada sehingga



hukum yang dibangun dapat memenuhi muatan dari hukum-hukum di daerah
yang bersifat kooperatif-koordinatif.

Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan hukum di daerah
agar menghasilkan produk hukum daerah yang dapat merespon tuntutan
pembangunan daerah dalam nafas otonomi daerah yang berlangsung, maka
pembangunan hukum di daerah seyogianya menitikberatkan pada produk-
produk hukum daerah yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan
ekonomi di daerah, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah,
dan terjadinya pemerataan kesempatan yang seimbang dalam mengakses
potensi pembangunan daerah yang ada.

Faktor metode yang diterapkan dalam proses pembangunan hukum di
daerah juga akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan hukum yang
dilakukan.Pilihan dalam penggunaan metode pembentukan hukum,
pembaruan hukum, dan penguatan terhadap hukum-hukum masyarakat adat
yang ada, akan menentukan arahan dan ritme pembangunan hukum di
daerah. Dalam kaitan ini, penguasaan metode yang dapat digunakan dalam
rangka pembangunan hukum harus dilakukan dengan keterlibatan perguruan
tinggi untuk berpartisipasi dalam mendukung proses penguatan aparat
eksekutif dan legislatif dalam pemahaman terhadap metode pembangunan
hukum tersebut.

Faktor politik hukum nasional, hukum nasional, hukum global,
kecenderungan pembangunan daerah-nasional-internasional, serta struktur
sosial masyarakat daerah, dalam pendekatan sistemik merupakan faktor-
faktor yang berada dalam lingkungan eksternal dari sistem pembangunan

hukum di daerah. Faktor-faktor eksternal tersebut memiliki potensi pengaruh



yang cukup besar terhadap proses pembangunan hukum di daerah yang
berlangsung. Adanya tuntutan harmonisasi dan sinkronisasi hukum-hukum di
daerah yang dibentuk dengan hukum nasional yang ada, maka keberadaan
hukum nasional akan menjadikan pembangunan hukum di daerah tidak
terlepas dari bingkai pembangunan hukum dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Oleh karena itu, politik hukum nasional seyogianya dapat
mengarahkan proses pembangunan hukum di daerah berjalan sesuai dengan
ritime pembangunan daerah dan pembangunan nasional, di samping juga
harus tetap memperhatikan hukum internasional yang berlaku sebagai
konsekuensi bagian masyarakat internasional dan dalam pergaulan
masyarakat bangsa-bangsa yang beradab. Oleh karena itu, hukum-hukum
yang dikembangkan di daerah tetap tidak bolah melepaskan diri dari prinsip-

prinsip umum hukum internasional yang ada.

Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda).

Sebelum adanya UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan diatur dalam UU No.10 Tahun 2004, yakni hanya 1 (satu) pasal
saja yang menyebutkan ketentuan tentang Harmonisai yakni Pasal 18 ayat
(2) yang berbunyi : Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang vyang berasal dari Presiden
dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan diatur dan didasari dalam sejumlah pasal-

pasal yakni :



Pasal 46 ayat (2)

Pasal 47 ayat (3)

Pasal 54 ayat (2)

Pasal 55 ayat (2)

Pasal 58 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 63

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari
DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang
khusus menangani bidang legislasi.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
hukum.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah
dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang hukum.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan
oleh Menteri  yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang hukum.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang
berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani
bidang legislasi.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang
berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum
dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Ketentuan mengenai Pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

Ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam UU No.12 Tahun 2011

seperti disebutkan diatas terdapat beberapa istilah yakni harmonisasi,

pembulatan dan pemantapan yang pada prinsipnya mempunyai tujuan yang

sama, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan

suatu produk peraturan perundang-undangan.



Sinkronisasi pada dasarnya bukanlah bahasa perundang-undangan dan

tidak ada ketentuan yang memuat tentang sinkronisasi peraturan perundang-

undangan. Dalam pembicaraan sehari-hari sinkronisasi diartikan sebagai

upaya untuk mencocokkan atau menyelaraskan substansi suatu rancangan

peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa sinkronisasi merupakan nama lain yang sering

digunakan untuk maksud harmonisasi. (Wahidudin Adam, 2008 : 12).

Pengertian harmonisasi dan sinkronisasi terdapat dalam berbagai

sumber yakni :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000), harmonisasi yaitu
pengharmonisan dan pencarian keselarasan. Dan menurut Kamus Bahasa
Indonesia (1998) harmonisasi yakni serasi, selaras, sepadan, sebagai
lawan dari kejanggalan dan ketidak keselarasan. Dengan kata lain
pengharmonisasian adalah kegiatan untuk mengharmonisasikan atau
menyelaraskan.

Sinkronisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal
menyinkronkan dan penyerantakan.

Dalam Bahasa Inggris “harmonize” diartikan "bring into harmony” dan
harmony diartikan sebagai ‘pleasing combination of related things”. Dalam
Kamus Inggris-Indonesia ( John M. Echlos dan Hasan Shadily, 1996 )
harmonisasi diartikan sebagai keselarasan, keserasian, kecocokan dan
kerukunan.

Secara lebih khusus pengharmonisasian dapat diartikan sebagai upaya

untuk menyelaraskan, menyesuaikan, menyerasihkan, memantapkan dan

membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan



dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, maupun
sederajat, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga
tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih
(overlaping). Kemudian sinkronisasi dapat dirumuskan sebagai upaya atau
menyelaraskan substansi suatu rancangan peraturan perundang-undangan
dengan peraturan lain. (Qomarudin, 2010 : 7).

Pada hakekatnya pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-
undangan ditujukan untuk mencegah, menghindari, terjadinya konflik,
kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan, inkonsistensi dan ketidak serasian,
dalam menyelesaikan peraturan perundang-undangan. Pembulatan suatu
rancangan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjadikan
semua unsur ( elemen ) terintegrasi (bulat) sehingga membentuk konsep,
substansi dan rumusan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Pemantapan
konsep peraturan perundang-undangan merupakan proses evaluasi konsep,
substansi dan perumusan dari segi pertimbangan filosofis, yuridis, dan
sosiologis peraturan perundangan sebagai landasan hukum yang kuat dan
stabil.

Upaya pengharmonisasian dilakukan selain untuk memenuhi ketentuan
pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga pada hakekat dilakukan
dengan alasan :

a. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem
hukum nasional.
Peraturan perundang-undangan nasional harus dipandang sebagai satu

kesatuan sistem yang utuh dan terpadu, satu sama lainnya mempunyai



keterkaitan dan tidak boleh bertentangan baik dengan paraturan
perundang-undanga yang lebih tinggi maupun dengan peraturan yang
sederajat. Oleh karena itu harmonisasi dan sinkronisasi sangat diperlukan
dalam rangka untuk mengawal agar suatu peraturan perundang-undangan
tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional.

b. Peraturan perundang-undangan dapat diuji (judicial review) baik secara
materil maupun formil.
Harmonisasi dan sinkronisasi pada prinsipnya memegang peran strategis
sebagai upaya preventif mencegah diajukan suatu peraturan perundangan-
undangan kelembaga peradilan. Harmonisasi dan sinkronisasi perlu
dilakukan secara cermat agar nantinya Perda yang dihasilkan tidak mudah
diajukan untuk di judicial review.

c. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan
secara taat asas demi kepastian hukum.
Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan dengan taat
asas agar terciptanya suatu peraturan perundang-undangan yang baik
yang dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang diatur. Suatu
peraturan perundangan perlu memenuhi berbagai persyaratan yang
mencakup asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, tekhnis

penyusunan, mengakomodir aspirasi masyarakat, dan lain-lain sebagainya.

1. Aspek-Aspek Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah.



Aspek-aspek yang perlu di harmonisasi dan sinkronisasi dalam suatu
rancangan peraturan daerah yakni mencakup 2 (dua) aspek yaitu :
1. Aspek Konsepsi materi muatan rancangan peraturan daerah.

a. Pengharmonisasian dengan Pancasila yang merupakan sumber dari
segala sumber hukum dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

b. Pengharmonisasian secara vertikal, yakni pengharmonisasian dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, agar materi yang di
atur dalam peraturan daerah nantinya tidak bertentangan dan tumpang
tindih dengan peraturan perundang-perundangan yang lebih tinggi. Ini
merupakan konsekuensi dari jenis dan hirarki peraturan perundang-
undangan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Pengharmonisasian secara horizontal, agar peraturan daerah tidak
menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam penerapan
suatu produk perundang-undangan. Pembentuk peraturan daerah juga
perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang secara
substansial menguasai materi suatu peraturan perundang-undangan dan
keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

d. Pengharmonisasian dengan kepentingan umum masyarakat, jangan
sampai suatu peraturan daerah yang dibentuk melanggar kepentingan
umum sehingga merugikan masyarakat.

e. Pengharmonisasian dengan memperhatikan Asas-Asas Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang baik yang termaktub dalam
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas :



Kejelasan Tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan haruslah mempunyai tujuan jelas yang hendak
dicapai.

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa
setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh
lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang
berwenang.

Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan adalah
bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus
benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis
dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

Asas dapat dilaksanakan, adalah setiap pembentukan peraturan
prundang-undanan harus memperhatikan efektifitas peraturan
perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara
filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Asas kedayagunaan atau kehasilgunaan adalah bahwa setiap
peraturan perundang-undangan dibuat memang benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam  mengatur  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-
undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan,
sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya
jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai
mascam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Asas keterbukaan, adalah bahwa dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan,
penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam

proses pembuatan peraturan perundang-undangan.



f. Pengharmonisasian dengan memperhatikan putusan judicial review
(pengujian suatu produk perundang-undangan) yang ditetapkankan oleh
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

g. Pengharmonisasian dengan hukum adat dan norma-norma tidak tertulis
lainnya seperti norma agama, norma kesusilaan, sopan santun dan lain-
lain sebagainya.

h. Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-
undangan dengan konvensi/perjanjian internasional terutama yang telah
diratifikasi oleh negara Indonesia.

i. Pengharmonisasian dengan teori hukum, asas hukum, sistem hukum,
yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.

j. Pengharmonisasian dengan yurisprudensi putusan hakim Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung.

k. Pengharmonisasian rancangan suatu produk peraturan perundang-
undangan dengan produk perundang-undangan lain dan antara pasal-
pasal dalam rancangan peraturan perundang itu sendiri.

Aspek Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

Aspek teknik penyusunan Perda menyangkut kerangka, format dan

sistematika Perda, kemudian hal-hal khusus seperti pendelegasian

kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan, penetapan, pengesahan
maupun ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang mencakup

penggunaan bahasa, pilihan kata atau istilah dan teknik pengacuan.



2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Harmonisasi dan Sinkronisasi
Rancangan Peraturan Daerah.

Harmonisasi dan Sinkronisasi pada prinsipnya bertujuan bukan hanya
untuk hal-hal yang bersifat teknis agar pengaturannya tidak tumpang tindih
atau saling bertentangan, namun lebih dari itu yakni mengandung cita
strategis agar peraturan perundang-undangan yang dilahirkan kelak setelah
menjadi hukum positif dapat menjalankan fungsinya dan diterima dengan baik
oleh masyarakat. Walaupun memegang peran yang strategis, proses
harmonisasi dan sinkronisasi merupakan pekerjaan yang rumit yang menuntut
kecermatan dan kehatian-hatian. Berikut beberapa faktor :

a. Keterlibatan banyak aktor.
Kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan secara formal
berada di tangan badan-badan perwakilan bersama pemerintah (undang-
undang di tangan DPR dan Presiden, Peraturan Daerah di tangan DPRD
dan Pemerintah Daerah). Namun apabila kita melihat kebelakang dapat
diketahui bahwa sampai pada terbentuknya suatu peraturan perundang-
undangan terdapat cukup banyak aktor yang terkait misalnya : departemen,
lembaga Pemerintah non departemen, LSM, ormas dan lain-lain

b. Keterkaitan banyak kepentingan.
Sebagai sebuah produk hukum pembentukan peraturan perundang-
undangan sangat dipengaruhi oleh banyaka kepentingan misalnya : politik,
ekonomi, budaya, sosial, agama, pertahanan keamanan dan lain-lain.

Semua itu harus terakomodir dan bersumber pada kepentingan bersama.



c. Pluralisme hukum.
Indonesia merupakan negara yang sangat plural dengan keanekaragaman
suku, agama, ras, bahasa dan budaya. Keberagaman tersebut harus
mencerminkan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat tidak
mungkin sebuah produk perundang-undangan hanya memberikan
keuntungan bagi sebagian kelompok saja.

d. Perkembangan masyarakat.
Perkembangan dan perubahan masyarakat sangat cepat. Hukum selalu
tertinggal dari perkembangan tersebut untuk itu dibutuhkan kemampuan
untuk dapat membaca perkembangan masyarakat sehingga hukum dapat
mengiringi atau bahkan mengantisipasi setiap perkembangan yang ada.

e. Perencanaan pembentukan.
Program Legislasi Daerah merupakan bagian terpenting dalam penyusunan
peraturan daerah. Dengan menyususun program yang baik dapat memberi
ruang bagi semua pihak untuk dapat terlibat selain itu dapat menjadi koridor

dalam pembentukan hukum sesuai kebutuhan daerah yang ada.

C.Pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam rangka melakukan reformasi di bidang hukum berbagai segi
kehidupan, maka peraturan daerah merupakan kebutuhan mendasar sehingga
peranan hukum dalam pembangunan di daerah adalah untuk menjamin bahwa
perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur
demikian dapat dibantu oleh pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 136 menyebutkan bahwa, “peraturan



daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran

lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah”.

Terkait dengan hal tersebut diatas, pembinaan terhadap sistem hukum di
daerah harus segera dilaksanakan dengan mengacu kepada 4 (empat)
komponen hukum yaitu Materi Hukum, Aparatur Hukum, Sarana dan Prasarana
Hukum dan Budaya Hukum. Dari keempat komponen tersebut yang sangat
tepat untuk dibahas dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan daerah
adalah komponen Materi Hukum, sebab yang diharapkan adalah bagaimana
suatu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memenuhi
harapan masyarakat yang telah memenuhi landasan peraturan perundang-
undangan yaitu landasan filosofis, yuridis, sosiologis, politis serta teknis
perancangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis, adapun yang dimaksud dengan landasan filosofis adalah
merupakan dasar falsafah pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita
yang memuat tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung di dalam
peraturan daerah. Bagi bangsa Indonesia dasar filosofis itu adalah nilai-nilai
Pancasila dan Proklamasi, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak
sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan
dengan Pancasila dan Proklamasi sebagai filsafat dan dasar negara.

b. Landasan Yuridis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi
sumber hukum/dasar hukum yang harus diacu (menjadi acuan) di dalam
proses pembentukan peraturan daerah. Landasan yuridis juga digunakan

agar Perda yang dirumuskan/dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan Yuridis dapat dibedakan

menjadi :

- Landasan yuridis formal, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menunjuk
atau memberi kewenangan kepada lembaga/organ atau lingkungan
jabatan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.

- Landasan vyuridis material, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang
menentukan isi daripada peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

. Landasan Sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari fakta-fakta yang

merupakan tuntutan dan sesuai kebutuhan masyarakat dan harus

mencerminkan kenyataan hidup di dalam masyarakat yang mendorong
perlunya pembentukan perundang-undangan (Perda), yaitu bahwa ada
sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu
pengaturan. Dengan demikian, Perda yang dibentuk akan dapat diterima
masyarakat, mempunyai daya laku efektif, dan tidak banyak memerlukan
pengerahan institusi/penegak hukum di dalam melaksanakannya (Bagir

Manan, 1992 : 15-16).

. Landasan Politis, yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus

pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan

norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan
pokok atau sumber politik hukum yang melandasi perumusan pembentukan
peraturan daerah. Mengingat peraturan daerah adalah merupakan produk
politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh
terhadap substansi peraturan daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan

kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.



e. Teknik perancangan, yang dimaksud adalah teknik perancangan peraturan
daerah yang baik, harus memenuhi Kketepatan struktur, ketepatan
pertimbangan, ketepatan dasar hukum, kerangka peraturan daerah,
ketepatan bahasa, ketepatan dalam pemakaian huruf dan tanda baca.

Menurut Jazim Hamidi (2011 : 127) berbagai Peraturan Daerah yang
dibentuk saat ini masih banyak yang bertentangan antara peraturan yang
sederajat satu dengan yang lainnya antara peraturan tingkat pusat dan daerah,
antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan dibawahnya, dan juga
Perda yang dibentuk belum sepenuhnya mengikuti kecepatan pembangunan
daerah. Hal ini disebabkan masih adanya peraturan perundang-undangan yang
tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan tidak mengikuti skala
prioritas pembangunan daerah. Perkembangan baru belum sepenuhnya
diakomodir dalam peraturan daerah, belum diterbitkannya peraturan
pelaksanaan, dan masih terjadi perbedaan penafsiran dan penerapannya.

Mengingat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menjadi penting
dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena itu penyusunannya perlu
diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan
terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan angka 8 menyebutkan

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-



undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-
undangan yang merupakan sumber hukum dan sarana pembangunan di daerah
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, mempunyai berbagali
fungsi. Menurut Yuliandri (2009 : 31) Perda mempunyai fungsi yaitu :

1. Untuk menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, karena
ia memberikan dasar dan pembatasan tentang bagaimana tata pemerintahan
di berbagai bidang harus dijalankan;

2. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No0.32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerabh;

3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur
aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam
koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila
dan UUD 1945; dan

4. Untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum masyarakat sehingga
masyarakat memperoleh pengayoman dan perlindungan terhadap hak-
haknya. Untuk itu pembentukan Perda dilaksanakan dengan melakukan
pembaharuan, penyempurnaan atau pembentukan baru.

Penyusunan peraturan daerah diprogramkan dalam Program Legislasi
Daerah (Prolegda), sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan : “Perencanaan Penyusunan
Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah

(Prolegda) Provinsi. Prolegda dimaksudkan untuk menjaga agar produk



peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem

hukum nasional.

Secara umum, Program Legislasi Daerah (Prolegda) memuat daftar
judul-judul Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode
dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem perundang-
undangan yang tersusun secara hierarkis, dalam sistem hukum nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Rl Tahun 1945.
Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah
yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.

Ada beberapa alasan obyektif perlunya Program Legislasi Daerah
(Prolegda) yaitu untuk :

1. Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai
“permasalahan pembentukan Peraturan Daerah”;

2. Menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk
jangka panjang, menengah atau jangka pendek;

3. Menjadi pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerabh;

4. Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk
Peraturan Daerabh;

5. Mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan
memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut
skala prioritas yang ditetapkan;

6. Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi dilaksanakan oleh
DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Prolegda Provinsi ditetapkan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan



Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Maksudnya adalah jumlah
Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas bersama antara DPRD Provinsi
dan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
dalam jangka 1 (satu) tahun namun berdasarkan skala prioritas. Bagi
Ranperda yang belum dibahas dan ditetapkan ditunda untuk tahun berikutnya.
Demikian hal ini juga berlaku bagi Prolegda Kabupaten dan Kota.

Dalam Pasal 34 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011 menyatakan bahwa
‘penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi”.

Kemudian dalam penyusunan skala prioritas daftar nama-nama
rancangan peraturan daerah provinsi harus didasarkan atas :

a. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;

b. Rencana pembangunan daerah;

c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. Aspirasi masyarakat daerah.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan pedoman atau tata cara
penyusunan Prolegda yakni dalam UU No.12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal :

Pasal 36 ayat (1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan
Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD
Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang
khusus menangani bidang legislasi.
ayat (2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD
Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD
Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
ayat (3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan
dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.



Demikian Pasal 36 ini juga berlaku bagi Penyusunan Prolegda
Kabupaten/Kota. Dalam Prolegda juga ditetapkan skala prioritas jangka
panjang dan menengah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat di daerah dan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
serta tugas pembantuan.

Menurut Bambang Setyadi (2007 : 3) dalam proses pembentukan
Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

a. Proses penyiapan rancangan Peraturan daerah yang merupakan proses
penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan
Pemda (dalam hal ini rancangan peraturan daerah usul inisiatif). Proses ini
termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik
(academic draft) dan naskah rancangan Peraturan daerah (legal draft).

b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.

c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh
Sekretaris Daerah.

Keharusan adanya Program Legislasi Daerah dimaksudkan agar semua
Perda yang akan dibuat dapat dinilai lebih dulu kesesuaiannya dengan nilai-
nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui perencanaan dan pembahasan yang
matang. Di dalam Prolegda ini diatur pula mekanisme pembuatan undang-
undang yang tidak boleh dilanggar dengan konsekuensi jika mekanisme itu
dilanggar dapat dibatalkan melalui pengujian oleh lembaga yudisial. Untuk
pengujian Perda terhadap peraturan yang lebih tinggi dilakukan oleh

Mahkamah Agung.

Prolegda yang dibuat untuk masa lima tahun dapat dipenggal-penggal ke



dalam program legislasi tahunan sebagai prioritas pelaksanaan berdasar
anggaran yang disediakan.

Sekalipun terdapat daftar prioritas Ranperda dalam Prolegda, akan tetapi
dimungkinkan dibentuk Ranperda baru di luar Prolegda dengan tujuan atau
keadaan tertentu (kemendesakan) seperti dinyatakan dalam UU No.12 Tahun
2011 dalam Pasal 38 ayat (2) yakni :

Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda

Provinsi :

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau
bencana alam;

b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas
suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui
bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus
menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Selain itu Perda tersebut memang diperlukan dalam rangka
menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan suatu
peraturan daerah. Keharusan segera dibentuk Perda ini guna mengisi
kevakuman hukum yang timbul dan kegoncangan kondisi akibat situasi

khusus tersebut.

D. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Maluku.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya
bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman telah mengalami beberapa
kali perubahan Nomenklatur sebagaimana Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.PR.07.10 tahun 1982 yang bertugas
mengawasi unit pelaksana teknis (UPT) yang berada dalam wilayah kerjanya.
UPT tersebut adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Lembaga
Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara,
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Balai Harta Peninggalan Negara,
Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak serta Keimigrasian.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Departemen Kehakiman 2 (dua) kali mengalami perubahan yaitu Departemen
Hukum dan Perundang-undangan, dan Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia sehingga Kantor Wilayah juga ikut berubah, kemudian pada
masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono periode 2004 —
2009 Departemen Kehakiman dan HAM berubah lagi menjadi Departemen
Hukum dan HAM. Dalam tahun 2009, pada tanggal 3 Nopember melalui
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara, kembali terjadi perubahan penyebutan
departemen menjadi kementerian, oleh karena itu Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga berubah menjadi Kementerian.
Dengan demikian perubahan tersebut juga diikuti oleh Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, menjadi Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Maluku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku
adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
berkedudukan di Ibukota Provinsi Maluku yakni Ambon, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang dalam
menjalankan tugas dibantu oleh 4 (empat) para Kepala Divisi, yaitu :

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,;
2. Kepala Divisi Administrasi;

3. Kepala Divisi Pemasyarakatan; dan

4. Kepala Divisi Keimigrasian.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku mempunyai
tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia di wilayah Provinsi Maluku berdasarkan
kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan tugas tersebut Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku menyelenggarakan fungsi,
selengkapnya tertulis dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : M — 01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, yaitu :

a. pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;

b. pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;



c. penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi
hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;

d. perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak
asasi manusia;

e. pelayanan hukum;

f. pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum,
penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; dan

g. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di
lingkungan Kantor Wilayah.

2. Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Maluku.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M — 01.Pr.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Maluku terdiri dari :

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,;

2. Divisi Administrasi;

3. Divisi Pemasyarakatan; dan

4. Divisi Keimigrasian;

Dalam uraian ini, peneliti hanya akan membahas tentang Divisi
Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia saja, dengan alasan bahwa yang
melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait peranan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam pembentukan peraturan



perundang-undangan dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) ada pada
Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 39
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
. M-01.Pr.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan
sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum dan hak asasi
manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal/Kepala Badan terkait, kemudian dalam Pasal 40, Divisi Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum;
b. pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum;
c. pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya;

d. pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang hak kekayaan
intelektual,

e. pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan intele ktual;

f. pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak
asasi manusia;

g. pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan
hukum, dan diseminasi hak asasi manusia;

h. pengkoordinasian program legislasi daerah, dan pengevaluasian peraturan
daerah;

i. pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

j. pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum;



Dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M — 01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri
dari :

a. Bidang Pelayanan Hukum;
b. Bidang Hukum; dan
c. Bidang Hak Asasi Manusia.

Dari ketiga bidang tersebut di atas, yang memiliki tugas pokok dan
fungsi yang sejalan dengan judul penelitian ini ada pada Bidang Hukum, hal ini
ditegaskan dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Orta menentukan bahwa “Bidang
Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan
perencanaan hukum, pengembangan hukum, pembinaan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum, dan pengkoordinasian program legislasi
daerah (Prolegda) serta pengevaluasian peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku’.

Diharapkan Pasal 46 tersebut dituangkan dalam suatu petunjuk
pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk mempermudah pelaksanaan
penyusunan dan pengelolaan Prolegda serta evaluasi Peraturan Daerah. Jika
dimungkinkan, perlu ada kerja sama saling pemahaman atau peraturan
bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam
mengelola dan menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Evaluasi

Perda.



Lebih lanjut dalam Pasal 47 dikatakan Bidang Hukum
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perencanaan hukum dan pengembangan hukum;
b. pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum;
c. pengharmonisasian peraturan daerah; dan
d. pengkoordinasian program legislasi daerah.

Selama ini sering terjadi tarik ulur antara Pemerintah Daerah dalam
hal ini Biro Hukum Pemda Provinsi, atau Bagian Hukum Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dengan DPRD mengenai siapa yang melakukan
pengkoordinasian atau koordinator Program Legislasi Daerah. Pada hal
dalam Pasal 47 huruf d tersebut, disebutkan bahwa Bidang Hukum pada
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM juga menyelenggarakan

fungsi pengkoordinasian program legislasi daerah.

Kerangka Pikir.

Suatu penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran dan teoritis
sebagaimana yang dikemukakan oleh (Ronny H. Soemitro, 1982 : 37)
bahwa “untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap
penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran. Dalam menjelaskan
kerangka pikir disini, Peraturan Daerah yang terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah Maluku yakni Perda tentang Program Wajib Belajar
12 (dua belas) tahun di Provinsi Maluku, dan Perda tentang Pengelolaan
dan Pelestarian Sagu, merupakan perda-perda yang akan

diharmonisasikan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku.



Untuk melakukan proses pengharmonisasian kedua Perda tersebut terlebih
dahulu Kanwil Kemenkumham Maluku membuat Surat Keputusan (SK)
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku tentang Pembentukan Tim
Harmonisasi terhadap Kedua Perda yang mana Tim ini anggotanya
sebagian besar adalah para pegawai Kanwil Kemenkumham, namun
melibatkan pula perwakilan dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Prov.Maluku. Kemudian Tim akan mengumpulkan bahan-bahan atau
dokumen berupa peraturan perundang-undangan atau bahan lainnya yang
berkaitan dengan kedua Ranperda tersebut sebagai persiapan proses
harmonisasi Perda. Setelah pengumpulan bahan dianggap cukup, maka
mulai diadakan rapat pembahasan sesama Tim Harmonisasi Perda.
Proses pembahasan pertama oleh Tim yakni proses Pengharmonisasian
Perda dengan memperhatikan sistematika dan Kerangka Peraturan
Daerah tersebut apakah sesuai yang termaktub dalam UU No.10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah itu
dilanjutkan dengan proses pengharmonisasian Perda dengan melihat
unsur filosofis, sosiologis dan yuridis serta kebutuhan pembangunan
daerah sebagai dasar pembentukan kedua Perda tersebut. Hal ini penting
guna mengetahui apakah kedua Perda tersebut mengandung unsur-unsur
tersebut atau tidak. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan proses
pengharmonisasian Perda dengan Peraturan diatasnya dan sederajat. Hal
ini dilakukan oleh Tim untuk meneliti apakah Perda tersebut Harmonis atau
sinkron, mencerminkan keselarasan, kesesuaian dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan diatasnya (peraturan lebih tinggi)



dan sederajat, sehingga tidak saling bertentangan atau tumpang tindih, serta
apakah jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan
sudah tepat penempatannya sebagai dasar hukum mengingat
pembentukan Perda tersebut yang sesuai dengan UU No.10 Tahun 2004.
Sesudah itu dilanjutkan dengan proses pengharmonisasian Perda dengan
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini
berguna untuk meneliti apakah Perda tersebut mempunyai asas kejelasan
tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dan asas-
asas lain sesuai yang termaktub dalam Pasal 5 UU No.10 Tahun 2004.
Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengharmonisasian Perda dengan
memperhatikan materi muatan Perda yang harus mengandung asas-asas
yang termaktub dalam Pasal 6 UU No.10 Tahun 2004. Setelah itu
dilanjutkan dengan pengharmonisasian Perda dengan memperhatikan
format penulisan, dan ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang
digunakan dalam setiap materi muatan Perda tersebut. Proses selanjutnya
yang terakhir adalah pengharmonisasian Perda dengan memperhatikan
penetapan dan pengesahan Perda serta memperhatikan Penjelasan
Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal apakah ditulis telah sesuai.

Dari Proses pengharmonisasian kedua Perda tersebut maka akan
dihasilkan Perda Wajib Belajar 12 tahun dan Perda tentang Pengelolaan
dan Pelestarian Sagu yang harmonis dan sinkron dengan peraturan
perundang-undangan diatasnya, sederajat, dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan pembangunan daerah Maluku. Uraian Kerangka Pikir

diatas dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut :



